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PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Sbga
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

I . Umur 24 tahun, agama
Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
tinggal di JI. |
I - onjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Melawan

I U 26 tahun, agama Islam, Pendidikan
terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [}
|

B <oia Sibolga, Selanjutnya Disebut Sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama Sibolga;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;
Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15
Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga,
Nomor : 62/Pdt.G/2019/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan untuk
melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan
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sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Sambas,
Kota Sibolga sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 16/06/11/2015
tertanggal 24 Februari 2015;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah
Swi;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersamadi |
B <ota Sibolga;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1
orang anak yang bernama:

1) . 2<i-aki, lahir pada 09 Juni 2015;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 24 Desember 2016
,ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah
setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2017 sampai
dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

e Tergugat tidak perduli dengan Ekonomi dan keuangan Rumah tangga
e Tergugat sering begadang dan tidak Pulang kerumah
e Tergugat sering meminum minuman keras

6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan Januari tahun 2019 Yang menyebabkan antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat/Tergugatpergi dan kembali
kerumah orang tuanya.Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat
sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami
istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,

Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat
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dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan
perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk
mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar
pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun
dalam suatu ikatan perkawinan, telahmemenuhiunsurPasal 19 huruf (f)
PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h)
KompilasiHukum Islam, sehingga berdasar hokum untuk menyatakan
gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejocg. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan,
kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili,

selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR
1. Mengabulkan gugatanPenggugatuntuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa Tergugat (| EGcG
) Terhedap Penggugat (N
I

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
SUBSIDAIR

Atauapa bila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa
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alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan telah dipanggil secara sah
dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 jo
pasal 130 HIR, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan
tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sesuai
Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim
menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim
selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan
nasehat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri
bersama Tergugat, namun tetap gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat
untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun
tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir

di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat berupa : fotokopi Akta Nikah Nomor 16/16/11/2015
tanggal 24 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sibolga oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas,
Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :
Saksi | :

I umur 47 tahun,
agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah
tangga, pendidikan SMA, alamat [ GGG
.|
I <ota Sibolga;
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Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya
yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara
pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya

adalah sebagai berikut :

1. Saksi kenal Penggugat bernama I
[ty

kenal keduanya;

2. Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai Bibi Penggugat
sedangkan Tergugat Saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat ;
Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di
|
Kota Sibolga sampai pisah rumabh;

5. Saksi mengetahui Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat
dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : | EGNGzG0. 24- 2k, 1ahir
pada 09 Juni 2015.

6. Setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

7. Berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi karena masalah ekonomi
dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan kebutuhan
rumah tangga, jarang pulang ke rumah, sering meminumminuman keras;

8. Saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sampai mereka
berpisah;

9. Menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk
dirukunkan lagi;

Saksi Il :

. umur 26 tahun, agama Islam, warganegara

Indonesia, pekerjaan Honor di RS. Metha Medika, pendidikan D3,

alamat |

Kota Sibolga;
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Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya
yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara
pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya

adalah sebagai berikut :

1. Saksi kenal Penggugat bernama I
[ty

kenal keduanya;

2. Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat
sedangkan Tergugat Saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat ;
Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di
|
Kota Sibolga sampai pisah rumabh;

5. Saksi mengetahui Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat
dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : | N GcNzG. 1a4- 2k, 1ahir
pada 09 Juni 2015.

6. Setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

7. Berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi karena masalah ekonomi
dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan kebutuhan
rumah tangga, jarang pulang ke rumah, sering meminumminuman keras;

8. Saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sampai mereka
berpisah;

9. Menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk
dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat
menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya
yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan

pendiriannya sekaligus mohon putusan;
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Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti
lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini
ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita
acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar

pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil
Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum
Pengadilan Agama Sibolga, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal
49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili
dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor
62/Pdt.G/2019/PA.Sbga, panggilan terhadap Tergugat telah disampaikan
secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula terbukti
ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah
menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara
ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara
perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak
pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi
Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan
nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi
telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1
Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal
142, 143 Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai
bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus
menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan
ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai
bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat tidak
bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, jarang pulang ke rumah,
sering meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta
Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P), harus dinyatakan terbukti
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang
sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan
gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah
oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan
perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang
pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup
mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga
telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat
tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak
dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang
diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut
bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab

perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak
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bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, jarang pulang ke rumah,
sering meminumminuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan
berdasarkan pemeriksaan bukti- bukti (keterangan saksi - saksi) tersebut di
atas, ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan
dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

2. Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang
menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah
tangga dengan Tergugat

3. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah
merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk
ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah
terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf
() Kompilasi Hukum Islam dan majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab
perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang
mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan
fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan
maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai
dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta
pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian
sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat

(2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3
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tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka
dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “Tasrih bi ihsan”, hal ini
relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At
Thalaq Min Asy Syari‘atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih
sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai
berikut;

Artinya:"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian
adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi
pertengkaran (berlatar belakang) akhlag dan timbulnya rasa benci antara suami
isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan
hukum Allah”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika
Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah
tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi
dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan
rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara
tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka
perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka
sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah,
sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan
kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil
dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari,

namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan
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perceraian, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh
karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka
Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan
secara baik baik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan
perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang
bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (I GTGNGNGG_
) t<rhadap Penggugat (I
)

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sibolga, pada hari Rabu tanggal 5
September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1441 H. dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang terdiri dari
Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H sebagai Ketua Majelis dan Endang Rosmala
Dewi, S.Ag. M.Ag serta Weri Edwardo, SH.,MH masing-masing sebagai
Hakim Anggota dengan dibantu oleh Asmawati Zebua, S. Ag sebagai Panitera
Pengganti Putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
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Ketua Majelis

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Endang Rosmala Dewi, S.Ag. M.Ag Weri Edwardo, SH.,MH

Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S. Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 230.000,00
4. Redaksi Rp. 10.000,00
5. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)
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